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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN

Menimbang

Mengingat

SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

2.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang
dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan untuk rakyat sehingga perlu dijaga populasinya
melalui pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;

bahwa masih terdapatnya kendala dalam mengurus izin
usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet
di habitat buatan, dimana terdapat persyaratan dalam
Peraturan Daerah sebelumnya yang tidak bisa dipenuhi oleh
pemohon;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu melakukan
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan
Sarang Burung Walet.

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);



4.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Konversi Peserikatan Bangsa-Bangsa mengenai
Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan

dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5015);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5676);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5142);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang
Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3542);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4002);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



Menetapkan

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Tahun 1999
Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG
BURUNG WALET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang
Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2011 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Usaha
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 2)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga isi ayat (2)

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(2) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan dan

pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan harus
mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui
SKPD terkait yang ditetapkan oleh Bupati dengan
melampirkan :



a. identitas pemohon;
b. surat bukti kepemilikan tanah;

c. Tanda Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan
(PBB.P2) tahun berkenaan;

d. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan,
muka dan belakang serta masyarakat sekitar lokasi
tempat kegiatan usaha yang dimohonkan, yang diketahui
oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;

e. gambar situasi dan koordinat lokasi tempat usaha dengan
skla 1 : 1.000;

f. uraian singkat atau proposal rencana Kkegiatan
pengusahan dan pengelolaan sarang burung walet;

g. kajian lingkungan;

h. Surat Izin Gangguan (HO);

i. khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang
burung walet di habitat buatan harus dilengkapi dengan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang akan diatur lebih
lanjut di dalam Peraturan Bupati;

j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
k. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;

1. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

m.untuk permohonan perpanjangan usaha pengusahaan
dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan
tanda pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet;

n. surat pernyataan bahwa pemohon akan memperkerjakan
masyarakat setempat yang diketahui oleh Lurah/Kepala
Desa; dan

o. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam
mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan
mentaati semua persyaratan teknis terutama dampak
ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) dihapus.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Februari 2016
Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Februari 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd
Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 6 TAHUN 2016

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara




